
PNRAfDRAN DABRAH PRÖPINBX DA2RAH TINGKAT I 

HOHOß'10 fABON 1993 
TENTANG 

PateBNTtfKAN l&OAJOSASX DAS fATA KBRJA DINAS LALU LINTAS . 
DAN ANGEJTAN 0*LAN PRQPBISX DABRAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TUTOR 

DEHGAN RAHMAT TUHAN SANG MAHA ESA 
IE KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TUTOR, 

Mftnimbang t a« bahwa doloa rangka peningkaten keloneoraa Tu-
gos penyelenggoraan pemerintahon, peaabongunan 
don kemasyarokatan dlbl&ang lalu llntas den 
angkuton jalon yang telah diserahkan kepada 
Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Pomorintoh 
Nomor 22 Tahun 1990 tentong Penyerahon sebagl-
an urusan Pemerintahon dalam bidong Lalu Liar* 
tas don Ahgkuton Jalan kepada Daerah Tingkat 

* X don Daerah Tlngkai U, maka dipandangV^perlu 
raembentuk Dinae Lalu Lintoa don Angkutan Jalan 
Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Tiinurt 

b« bahwa sehubungan dengan it u perlu menetopkan 
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat X 
Rasa Tenggara Timur tentong Pembentukan Organa, 
sasi dan Tata Kar j a Dinas Lalu Xäntas dem Ang-
kutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa 
Tenggara Timur« 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tenteng Pokofc, 
pokok Pemorintahen dl Daerah ( Lembaran Negara 
Republik Ihdoneala Tahun 1374 Nomor 38, Tomboh. 
an Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 
3037 ) i 

2. Unaang-undang Nomar 64 Tahun 1958 tentong Pen-» 
bentukan Daerah-daerah Tingkat X Bali« Nasa 
Teagg'ara Borat dan Nusa Tenggara Timur ( Lern -
baran Negern Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Noirsr 1649 ) f 

3* Ohaong-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentong Pem-
bentukan Daerah-daerah Tingkat XX dolom wila -
yah Daerah-daerah Tingkat I Ball» Nusa Teng-Sara Borat dan Nusa^Tenggara Timur ( Lembaran egara Republik Indtoesia Tahun 1958 Nomor 
122« Tombohon Lembaran Negara Republik Indo­
nesia Nomor 1635 ) | 

4* ündang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentong Ja­
lan < Lembaran Negarct Republik Indonesia Tahun 
1900 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Repu­
blik Indonesia Nomor 3186 ) ; 
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5» Undong-undong Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan ( Lemboron Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tarabah 
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480 ) Jo Undahg-undang Nomor 22 Tahun 1992 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undong-undang tentang Penangguhan Mulai 
berlokunyo Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan se-
bagai Undang--undang ( Lemboron Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 99» Tambohan Lembar 
an Negara Republik Indonesia Nomor 3494 ) ; ~" 

6. Peraturan Pemerintoh Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urus. 
an Pemerintahan dolam Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan kepodo Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat I I ( Lemboron Negara Republik 
Indonesia Tahun 1990 Nomor 26 
an Negara Republik Indonesia 

, Tambohan Lembar. 
Nomor 3410 ) ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 
1977 tentang Pola Organisa e i Pemerintah Daerah 
dan IBLlayah ; 

8* Keputusan Bersama Menteri Perhubungan 
Menteri Dalam Negeri Nomor KM» 109 T " k dan 

95 Tahun WO 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urus, 
an femerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat I I ; 

Menetapkan : 

9* Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indo­
nesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga 
nisasi Dinas Daerah ; 

10* Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indo­
nesia Nomor 6 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Orga. 
nisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah 
Tingkat I I ; 

11*> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi 
dan Tata Ker^a Dinas Daerah Tingkat I dan 
Dinas Daerah Tingkat I I . 

Dengon persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Propinai Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. 

M E M U T U S K A N 
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA 
TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TUTOR« 

Ü B I 
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5* Undang-undong Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu 
Lint os dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nonior 49» Tambah 
an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3480 ) Jo Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 
tentang Pene tapan Peraturan Pemerintah Peng-
gonti Undang-undang tentang Penangguhan Mulai 
berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan se-
bagoi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tombohon Lembor 
an Negara Republik Indonesia Nomor 3494 ) ; "* 

6« Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urus_ 
an Pemerintahan dal am Bidong Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan kepada Daerah Tlngkat I dan 
Daerah Tlngkat I I ( Lembaran Negara Republik 
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dan i l l a y a h ; 

8* Keputusan Bersama Menteri Perhubungan v dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM.109 Tahun 1990 
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tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urus. 
an Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas don 
Angkutan Jaian kepada Daerah Tingkat I don 
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Menetapkan s 

9* Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indo­
nesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orga, 
nlsasi Dinas Daerah ; 

10» Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indo­
nesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Orga, 
nlsasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daerah 
Tingkat I I ; 

11* Ihstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi 
dan Tata Kcrja Dinas Daerah Tingkat I dan 
Dinas Daerah Tlngkat I I . 
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M E M U T U S K A N 
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA 
TENGGARA TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN 
TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR. 

B A B I 



DAD I 
KETENTüAN UMÜM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i n i yang diaaksud dengan t 
a. Daerah adaiah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 
b, Pemerintah Daerah adaiah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur j 
c # Gubernur Kepala Daerah adaiah Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; 
d. Dinas adaiah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur j 
e. Kepála Dinas adaiah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Ang­

kutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara 
Timur ; 

f . Daerah Tingkat I I adaiah Kabupaten Daerah Tingkat H 
d i Propinsi Daerah Tingkat I - Nusa Tenggara Timur ; 

g. Angkutan adaiah kegiatan pemindahan oräng dan atau" 
barang dari suatu tempat ke tempat l a i n dengan meng-
gunakan sarana tertentu $ 

h. Lalu Lintas adaiah pergerakan kendaraan, orang dan 
hevan d i jalan ? 

i. Jalan adalah suatu prasarera perhubungan darat dalam 
bentuk apapun, meliputi sebagian jalan termasuk ba-
ngunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan 
bagi l a l u l i n t a s ; -

j« Kendaraan Dermotor adalah setiap kendaraan yang d i -
gerakkan oleh peralatan tekník yang ada pada kendara-
an I t h dan biasanya digunakan untuk^pengÄagkutan ¿ 
orahg dan atau barang d i jalan selain dari kendaraan 
yang ber jalan diatas reí $ - , 

k. Kendaraan Tidak Bermotor âdalah kendaraan yang d i -
gerakkan bukan oleh peralatan tëknik yang ada pada" 

' kendaraan i t u termasuk kendaraan yang digerakkan t e -
naga penghela hewan dan dipergunakan untuk perlengkan, 

. ah, pengangkutan orang dan atau barang ; 

\ B A B I I 
FEMBENTÜKAN, KEDUDUKÂN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

> Pasal 2 
(1) Dinas dibentuk dengan berlakunya Peraturan Daerah i n i t 
(2) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Dáerah d i bidang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; 
(3) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada d i * 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Ke­
pala Daerah» 

Papal 3 



Pacal 3 
Dinas mempunyai tugas pokok t 
a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah d i bidang Lalu Lihtas dan Angkutan Jalan ; 
b, melaksanakan tugas pembantuan d i bidang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. 

Pasal 
Untuk melaksanakan tugas pokók sebagaimana tersebut dalam 
pasal 3 Peraturan Daerah i n i , Dinas mempunyai fungsi i 
a. pelaksanaan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Henteri Dalam Negeri | -
b. pelaksanaan pembinaan teknis berdasarkan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oléh Menteri Perhubungan ; 
c« pelaksanaan pembinaan operasional sesuai kébijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

BAD I X I 
SUSUNAN 0RGAN1SASI 

Pasal 5 
Susunan Organisasi Dinas t e r d i r i dari x 
a. Kepala Dinas ; 
b. Bagian Tata Usaha j 
c» Sub Dinas Lalu Lihtas } 
d. Sub Dinas Angkutan f 
e. Sub Dinas Teknis Sarana j 
f • Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ; 
g. Kelompok Jabatan íttiigsional. 

Pasal 6 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas i 
a. melakukan koordinaáí penyusunan program kerja Dinas, penge 

lolaan urusan keuangan, kepegaitfaian, rumah tangga, per-
lengkapan, hubungah masyarakaib, surat menyurat dinas, 
protekol serta pembdatan laporan Dinas ; 

b* melaksanakan tugas kedinasan l a i n yang diberikan oleh Ke­pala Dinas. 

Pasal 7 
Bhtuk menyélenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan 
Daerah i n i , Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program Dinas, pengumpuj. 

an dan pengelolaan data serta peloporcaanya ; 

b. pengiapan 



b* Penylapan bahan pengëlolaan urusan keuangan ; 
c» Penyiapan ijahan pengëlolaan urusan kepegawaian ; 
d. pengurusan surat menyurat, kearsipan, hubungan raasyarakat, 

ponggondaan don expodisi ; 
e. pengëlolaan urusan uraum dan perlengkapan. 

Pasal 8 
Bagian Tata Usaba t e r d i r i d ori : 
a, Sub Bagian Program ; 
b. Sub Bagian Keuangan ; 
o. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. 

Pasal 9 

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mengkoordinasikan pe-
nyusunan program kerja dinas, pengumpulan dan pengolahan 
daifra serta pembuatan laporan ; 

(2) Sub Bagian ^euangan mempunyai tugas melakukan pengëlola­
an dan pertanggungjawabon keuangan ; 

(3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaku­
kan pengëlolaan kepegawaian, pengëlolaan urusan rumah 
tangga, perlengkapan, surat menyurat, hubungan masyara -
kat dan protokol. 

Pasal 10 

Sub Binas Lalu Lintas mempunyai tugas : 
a*- menyiapkan pembinaan manag emani dan ä*okayaoa l a l u l i n t a s 

d i jalan Propinsi, kecuali jalan Propinai yang berada d i 
Ibu Kota Kabupaten dan dalam wilayah Kotamadya serta bim 
bingan keselamatan dan penertiban dibidang l a l u lihtasT* 
análisis daerah rawan kecelakaan l a l u l i n t a s dan penyu -
non program penanggulangan kecelakaan l a l u l i n t a s sesuai 
dengan ketentuon perundang-undangon yang berloku ; 

b. melaksanakan tugas kedinasan l a i n yang diberikon oleh Ke­pala Dinas. 
Pasal 11 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 10 Pera t u r ­an Daerah i n i , Sub Dinas Lalu Lintas mempunyai fungsi : 
a» penyiapan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengen-

dalian l a l u l i n t a s d i jalan Propinai, kecuali jalan Pro -
pi n s i yang berada d i Ibu Kota Kabupaten/ïiilayoh Kotamadya; 

b. penyiapan perencanaan ksbutuhan, peagadoan, penempatan 
don pemeliharaan rambu-rambu l a l u l i n t a s , marka jalan dan 
alat pemberi isyarat l a l u l i n t a s d i jalon Propinai ; 

c. penyiapan bimbingan keselamatan don penertiban d i bidang 
l a l u l i n t a s , análisis daerah rawan kecelakaon l a l u l i n t a s 
don menyiapkan program penanggulangan kecelakaan l a l u l i n . 
ìas sesuai de-Dgaa kotentuan peraturan perundang-undangan"" 
yang berlaku. 

Pasal 12. •••••• 



Pasal 12 

Sub Dinas Laltx Llntas t e r d i r i dari * 
a« Seksi Management Lalu Llntas ; 
b« Seksi Eekayasa Lala Llntas ; 
c. Seksi Blmblngan Keselamatan dan Ketertlban« 

Pasal 13 

(1) Seksi Management Lalu Llntas mempunyai tugas : -
a, menyiapkan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan 

pengendallan l a l u l l n t a s d i jalan ] 
b« melakukan pemantauan dan penilalan atas tingkat pela-

yanan jaringan jalan Propinsi masing-masing meliputi 
volume l a l u l l n t a s harían, tingkat kecepatan rata-rata, 
kecepatan ndiiimum dan makslmum j -• 

Cm melakukan penilalan atas pelaksanaan ketentüan l a l u 
Untas d i jalan Propinsi, meliputi penetapankecepatafi 
makslmum, penetapan larangan penggunaan jalan, peng­
aturan sirkula3i arus l a l u l l n t a s , pembatasan pengguna_ 
an jerris kendaraan tertentu j - ÜT 

d« menyiapkan usulan penyempurnaan dan atau perubahan ke-tentuan-ketentuan tersebut pada b u t l r c j 
e. melakukan penilalan dan usulan atas permohonan iziÄ 

menjalankan kendaraan bermotor dengan pemasangan kere-
ta gandengan lebih darl satu termasufc kereta tempelan 
sepanjang meliputi beberapa daerah Tingkat XI. 

(2) Seksi Rekayasa L a i u Lintas, mempunyai tugas t -
a. melakukan inventarisasl keadaan jaringan jalan Propin­

s i dan pe;; lengkapan j • - _ 
b« melakukan inventarisasi kebutuhan rämbu-rambu l a l u l l n t a s , marka jalan dan alat pemberi isyarat l a l u l i n t a s f 
Cm menyusuh program kebutuhan rambu-rambu l a l u l i n t a s , marka jalan dan alat pemberi isyarat l a l u l i n t a s 1 
d. melakukan pengaäaan, penempatan dan pemeliharaan rambu 

rambu l a l u l i n t a s , marka jalan dan alat pemberi 
isyarat l a l u lintas« 

(3) Seksi Bimbingan Keselamatan dan Ketertlban, mempunyai tugas t 
a, menyiapkan usulan pro gram bimbingan késelamatan " dan 

ketertlban dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke-
pada masyarakat j 

b« melakukan pemantauan dan penilalan atas perl laku dan 
l a t a r belakang sosial masyarakat dalam berlalu l i n t a s j 

c« melakukan análisis terhadap daerah rawan kecelakaan 
l a l u l i n t a s dan pro gram peranggulajigaishya } 

d # melakukan pemeriksaan kendarsan bermotor d i jalan dan 
dan penyidikan« 

Pasal 1h 
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Pasal Ih 

Sub ninas Angkutan mempunyai tugas t 
a» menyiapkan pembinaan management angkut^n orcaog» angkutan 

barang dan angkutan khus us untuk Jaringan trayek ^ a t a u 
l i n t a s antar Daerah Tingkat I I yang seluruhnya be ra da 
d i dalam Daerah ; 

b. melaksanakan tugas kedinasan l a i n yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 15 

Untuk menyelengggárakan tugas tersebut pada pasal 1V Per-
aturan Daerah i n i , Sub Dinas Angkutan mempunyai fungsi s 
a. penylapan pemberian bimbingan, pemberian i z i n pengang -

kutan orang dan pengavasan penyelenggaraan pengangkutan 
orang j . 

b* penylapan pemberian bimbingan, pemberian i z i n pengang -
kutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khu-
sus sesuai dengan ketentuan pera turan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 16 
Sub Dinas Angkutan t e r d i r i darl x 
a* Seksi Angkutan Orang | 
b. Seksi Angkutan Barang ; 
c. Seksi Angkutan Khus us, 

Pasal 17 

(1) Seksi Angkutan Orang, mempunyai tugas : 
a. menyusun prakiraan kebutuhan/permlntaan angkutan 

orang dengan kendaraan umum antâr ko ta d i dalam Da 
eran % 

b. menyusun usulan rencaha jaringan trayek angkutan 
antar kota d i dalam Daerah untuk dia jukan pada Men 
t e r i i -

c. melakukan penilalan atas permohonan i z i n operasi 
angkutan dalam jaringan trayek dan tldak dalam 
trayek serta usulan pemberlan/penolakan I z i n J 

d. melakukan penilalan pelaksanaan i z i n operasi dan analisa penyelenggaraan angkutan antar kota dalam Daerah > 
e. menyiapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan orang { 
f . melakukan analisa perkerabangan biaya pengangkutan 

prang dengan kendaraan umum ; 
g« menylapican bahan untuk pene tapan t a r i f pengangkut­

an orang dengan kendaraan umum sepan Jang tldak d i -
tetapkan t a r i f berdasarkan pera turan perundang -
undangan yang berlaku j- h» manviankan • • • • 



h* menylapkan usulan perubahan t a r i f b i l a diperlukan. 
(2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas x 

a. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan barang 
dengan kendaraan umum antar kota d i dalam Daerah %. 

b. melakukan pemantauan penyelenggaraan angkutan barang 
dengán kendaraan umum ; „. 

e. menylapkan bahan bimbingan kepengusahaan angkutan ba­
rang t 

d. melakukan análisis perkembangan, biaya pengangkutan ba­
rang dengan kendaraan umum } 

e. melakukan penyiapan bahan untuk pene tapan t a r i f angkut­
an barang, 

(3) Seksi Angkutan Khusus mempunyai tugas j 
a. menyusun prakiraan kebutuhan/permlntaan angkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus dengan kendaraan umum antar Daerali Tingkat U % 
b* menyusun usulan rencana jaringan trayek angkutan khusus antar Daerah Tingkat I I % 
e é melakukan penilalan atas permohonan i z l n operasi angkqjt 

an khusus antar Daerah Tingkat H f 
d. melakukan penilalan atas permohonan i z l n operasi dan analisa penyelenggaraan angkutan khusus antar Daerah Tingkat I I ; 
e. menylapkan bahan bîmblngân kepengusahaan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus % 
f . melakukan analisa perkembangan biaya pengangkutan orang 

dan atau bai-ang tertentu yang bersifat khusus } 
g» menylapkan bahan untuk penetapan t a r i f pengangkutan orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus. 

rasai 18 

Sub Binas Teknik Sarana mempunyai tugas : 
a. melaksanakan inventarisasi kendaraan tidak bermotor, me­

nylapkan bahan penyusunan pera turan umum kendaraan tidak 
bermotor, inventarisasi kendaraan wajib u j i , pemantauan dsii 
penilalan terhadap penyelenggaraan pengujian kendaraan" 
tidak bermotor, menylapkan bahan arañan dan bimbingan, bas 
han pengendalian kelaikan sarana u j i , pemantauan pengopera-
slan sarana u j i dan analisa serta penilalan terhadap opera-
slonal sarana u j i j 

h. melakëanakan tugas kedinasan l a l n yang diberikan oleh Kepa-l a Dinas. 

Pasal 19 
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Pasal 19 
Uhtuk menyèlenggarakari tugas tersebut pada pasal 18 Pera turan 
Daerah i n i , Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai fungsi i 
a. penyiapan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dan penyj. 

apan bahan penyus unan peraturan umum kendaraan tidak ber­
motor j 

b. penyiapan inventarisasi kendaraan bermotor vajib u j i , pe­
nyiapan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendaraan ber, 
motor, serta pemantauan dan penilalan terhadap penyelengga, 
raan pengujian kendaraan bermotor j 

c. penyiapan bahan pengendalian kelaikan sarana u j i kendaraan 
bermotor, pemantauan analisa dan penilalan terhadap péng-
operasian sarana u j i kendaraan bermotor* 

Pasal 20 
Sub Dinas Teknik Sarana t e r d i r i darl t 
a. Seksi Kendaraan ; 
b. Seksi Pengujian ; 
c. Seksi Akreditasi don Saxona U j i . 

Pasal 21 
(1) Seksi Kendaraan mempunyai tugas t 

a. melakukan inventarisasi kendaraan tidak bermotor j -
b. menylapkan bahan penyus unan peraturan umum kendaraan 

tidak bermotor. 
(2) Seksi Pengujian mempunyai tugas : 

a. melakukan inventarisasi kendaraan bermotor va j i b u j i -5 
b. melakukan pemantauan dan penilalan terhadap penyeleng­

garaan unit pengujian kendaraan bermotor j -~_ 
c. menylapkan araban dan bimbingan terhadap unit penguji­

an kendaraan bermotor dan penguji. 
(3) Seksi Akreditasi dan Sarana U j i mempunyai tugas : 

a. menylapkan bahan pengendalian kelaikan sarana u j i ken­
daraan bermotor ; , -

b. melakukan pemantauan pengoperasian sarana u j i kendara­
an bermotor ; 

c. melakukan análisis dan penilalan terhadap operasional 
sarana pengujian kendaraan bermotor 

Pasal 22 
(1 ) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana " tek= 

nis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian t u ­
gas Dinas d i bidang pengujian kendaraan bermotor. 

w 



(2) Unit Pelaksana Teknls Dinas dipimpin oleh seorang Képala 
Unit Pelaksana Teknls Dinas yang berada d l ba-wah dan ber. 
tanggang javab längsung kepada Kepala Dinas. 

pasal 23 .. . 
Unit Pelaksam Teknls Dinas adaiah unsur penunjang Dinas 
yang akan dia tur leblh lanjut berdasarkan pedoman yang d l -
tetapkan oleh Mentori Dalam Nögeri. 

Pasal 2h 

Kelompok Jaba tan Fungsional mempiinyai tugas melaksànakan ke-
giatan teknls l a l u Untas dan angkutan jalan sesual bidang 
keahlian dan kebutuhan. 

Pasal 25 

(1) Kelompok Jabatan Fungaional t e r d i r i darl sejumlah tenaga 
dalam jenjang fongsional yang dipimpin oleh seorang t e -
naga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada 
d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan 
atau Kepala Unit Pelaksana Teknls Dinas. 

(2) Jumlah Jaba tan Fungsional dltentukan berdasaxkan s l f a t , 
jenia dan beban kerja. 

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungilonal dilaksanakañ sesual 
dengan peraturan perundang-undàngan yang berlaku. 

Bfi-B XV 
TATA KERJÄ 

Pasal 26 
(1) Dalam melaksànakan tugasnya Dinas, Uhlt Pelaksana Tetani» 

Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib melaksànakan k£ 
ordinasi, Integrasi dan ainkronlsasi baik da.lam lingkung 
an masing-masing maUpurr antar satuàn organisasl sesual 
dengan tugas maslng-maslng. 

(2) Dalam melaksànakan tugasnya Dinas wajib menyelenggarakan 
koordinasi secare fungsional dengan cara yang sebalk * 
baiknya. 

Pasal 27 

Dagan Struktur Organisasl dan Tata Ker ja Dinas adalah seba-
gaimam terlampir dalam Peraturan Daerah I n i yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan darl Feraturan Daerah I n i * 

P a s a l ^ 



pasal 28 

(1) KepaiU *Diiias melaksarakan tugasnya berdàsarkan kebljaksaxia-
an yang dltetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah. 

<2) Kepala Dima berkevajiban memberikan pertunjuk, membina, ? 
membimbing dan mengavasi peker jaah unsar-unsur pembanfca dati 
pelatesana yang beradà d i dalam llngkungan Dlnasnya. 

Pasal 29 

(1 ) Dalam hai Kepala Dinas berhalangan dalàmvaktu terientu Ke­
pala Baglan Tata Usaha Dinas melaksanakan tugas Kepala 

\ Dinas i 
(2) Dalam hai Kepala Dinas dan Kepala Baglan Tata Usaha ber­

halangan, salah satù Kepala Sub Dinas ditunjuk oleh Kepala 
Dinas untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas* 

Pasal 30 

Setlap Piorolnan Satuan Organisasl dalam llngkungan" Dinas va;j'Ì"D" 
mengavasi bawahannya masing-masing dan b i l a ter Jàdi penyimpangi-
an agar mengambH langkah-langkah yang diperlukan sesuài dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 31 
Kepala Baglan Tata Usaha Dinas seharl-hari disebut Sekretarìs Dinas. 

B A B 7 
PÉNGANGKATAir DALAM JABATAN 

Pasal 32 

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan óleh Gttbernur Ke­
pala Daerah setelah mendapat persetuJuan dar! Menteri Dalam 
Né gerì, dengan mendapat pertimbangan dar! Menteri Perhùburìg 
an. 

(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas1 diangkat dan dlberhéntl-
kan d e h Gubernur Kepala Daerah atas usui Kepala Dìnas. 

B A B VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 33 

Bal-hal l a i n yang belum diatur d i dalam Peraturan Daerah i n i 
akan dltetapkan le b l h laajut dengan Keputùààn Gubernur Kepala 
Daerah sepanjang mangeria! pelaksanaannya. 

Pasal ih 
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PBÜ&TOBAN DABMH FROPINSI DABH&H TINGKAT t NUSA TENGGABA TTMÜR 
NOMOR 10 TAHUN 1993 

TENTANG 
PEMBENTOKAN ORGANISASI DAN TATA KERJS DINAS LALU LINTAS 

DAN ANGKUTAN JALAN PBQPINSI DASRAH TINGKAT 1 
NUSA TENGGARA. TTMÜR 

A* FBNJELÁSAN UMUM. -
Bahva dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas - tugas 

Pemerlntahan d i bidañg Lalu t i n t a s dan Angkutan"Jalan yang 
telah diserahkan kepada Pemerlntah Daerah sesual Pera turan 
Pemerlntah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagiañ 
Urusan Pemerlntahan dalam bldang Lalu Llntas dan Angkutan 
Jalan kepada Daerah Tlngkat I dan Daerah Tlngkat T I , maka 
dipandang perlu membentuk Dinas Lalu Llntas dan Angkutan 
Jalan Proplnsi Daerah Tlngkat I Nusa Tenggara Tlmur. 

Berdaŝ rlían Surat Kavat Menterl Dalam Négéri Nomor 
Ctá1.1/17*f2/ÉÍJ tanggal 15 Juni 1991 maka dlbentuk Dinas Lalu 
Llntas dan Angkutan Jalan Proplnsi Daerah Tlngkat I Nusa 
Tenggara Timur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tin& 
kat I Nusa "enggara Tlmur Nomor 182 Tahun 1991 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Llntas dan 
Angkutan Jalan Proplnsi Daerah Tlngkat I Nusa Tenggara ,Tl­
mur yang berlaku secara lokal sambil menunggu pedoman yang 
dltetapkan oleh Menterl Dalam Negeri. 

Dengan ditetapkannya Keputusan Menterl Dalam Negerl 
Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
Ker^a Dinas Lalu Llntas dan Angkutan Jalan Daerah Tlngkat I 
dan Daerah Tlngkat H maka dipandang perlu menetapkan Per-
aturan Daerah Proplnsi Daerah Tlngkat I Nusa Tenggara Tibiar 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Ker ja Dinas Lalu 
Llntas dan Angkutan Jalan Proplnsi Daerah Tlngkat x Nusa 
Tenggara Tlmur. 

B* PBNJELASAN PASAL DEMI PASAL. 
Pasal 1 sampai dengan 10 J cukup jelas 
Pasal 11 Sub a : cukup jelas 

11 Sub b $ - Rambu-rambu l a l u l l n t a s ada-
lah suatu alat" perlengkapan 
jalan dalam bentuk tertentu 
yang memuat lambang, huruT, 
angka, kalimat dan/atau per? 
paduan diantaranya, yang d l -
gunakan untuk memberlkah' 
peringatan, larangan, perin= 
tan dan petunjuk bagi pe-
makai jalan. 
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- Marica jalan adalah suata tanda yang berada 
dipermukaan atau dlatas permukaan jalan 
yang meliputi peralatan atau tanda yang 
membentuk garls membujur, garls raelintang, 
garls serong serta lambang lalnnya yang 
berfungsi untuk mengarahkan arus l a l u Un­
tas dan daerah kepentlngan l a l u Untas* 

- Alat pemberi isyarat l a l u Untas adalah 
peralatan teknls berupa Isyarat lampu yanjl 
dapat dilengkapi dengan bunyí untuk- méai-
berl peringatan atau mengatur l a l u lintáá 
orang dan/atau kendaráan d!perslim^aiiga)3if persllangan sebldang ataupun pada arus 
jalan. 

11 Sub c : aukup jelas 
¿Pasal 12 t cukup jelas 
Pasal 13 (3) 

b u t i r a s Penyidikan adalah serangkaian kegiatan yang 
dilakukan oleh pehyldlk pegawai negeri s l j p l l 
yang llngkup tugas dan tanggong javafenya me-
li p u t f i pembinaan dlbidang l a l u Untas dan 
angkttan jalan yang dlberl wevenang khusus 
sebagai penyilik se baga Imana dlmaksud dalam 
Uhdang-undang Nornor 8 Tahun 1981 tentang 
Húkum Acara Pidana, untuk melakukáh penyidlk 
ah tindak pidana dlbidang l a l u líntas dan 
angkutan jalan. 

Pasal 1*f : cukup jelas 
Pasal 15 Sub a 

dan Sub b i cukup jelas 
15 Sub c x - Kendaráan bermotor yang dirancang dan d i -

gunakan secara khusus untuk angkutan órang 
adalah kendaráan khusus jenis caravan, kej. 
daraan khusu? untuk mengangkut narapidana, 
ambulans dan l a l n sebagalnya. 

- Kendaráan bermotor yang dirancang dan d i r 
gunakan secara khusus úfttuk angkutan ba-
rang adalah kendaráan pengangkut p e t i ke-
mas, kendaráan pengangkut bahan berbahaya 
dan beracun, mobll pemadam kebaíkarañ, for¿ 
l i f t , mobll pencampur betón, kendaráan bé£ 
motor untuk menjajakan barang, dan l a l h 
sebagalnya.. 

Pasal 16 sampai 
dengan 

Pasal 3» i cukup jelas. 
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